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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Pada bab 4 ini, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang 

sudah berpegangan pada pertanyaan penelitian, menggunakan kerangka pemikiran 

yang di buar dalam bab 1, kemudian mempertahankan data-data yang di eksplorasi 

pada bab 2, serta memanfaatkan analisis yang sudah dilakukan pada bab 3, Maka 

penelitian ini menyimpulkan : 

1. Faktor Domestik sebagai pendorong internasionalisasi konflik Papua : 

Isu domestik pada konflik Papua yang terjadi antara Pemerintah Indonesia 

yang tetap ingin mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan rakyat asli Papua 

(OAP, OPM di dalam negeri dan KSP, ULMWP di luar negeri) yang berjuang untuk 

mencapai kemerdekaan, mempunyai elemen dasar  kepentingan antar kedua pihak 

yang satu sama lain saling bertentangan dimana masing-masing pihak berpegang 

teguh secara prinsipil ingin mempertahankan posisi dan kepentingannya sehingga 

sulit dicapai resolusi damai yang menyebabkan konflik Papua tersebut terus 

berkepanjangan hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena ideologi yang 

mendasari kepentingan masing-masing pihak  yang saling bertikai di dalam konflik 

tersebut, didasari pada pemikiran fundamental yang saling berlawanan. Dengan 

demikian, maka terjadi konflik ideologi antara kedua pihak. Di satu sisi, Pemerintah 
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Indonesia berpegang pada ideologi politik yang menjunjung tinggi dan 

mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI, sementara di sisi lain, rakyat asli 

Papua (OAP, KSP, ULMWP) berpegang pada doktrin yang menuntut kebebasan 

dalam menentukan nasib sendiri yang terbebas dari belenggu Pemerintahan 

Indonesia.  

Sebagai konsekuensi logis dari kelangsungan situasi dan kondisi faktual 

tersebut di atas, maka dari waktu ke waktu, konflik Papua cenderung mengalami 

eskalasi dari konflik ideologi mengarah pada konflik fisik yang melibatkan 

tindakan militer yang dilancarkan oleh masing-masing pihak. Hal ini menandakan 

belum ada titik temu yang mempersatukan nilai-nilai mendasar dari kedua ideologi 

yang saling bertentangan tersebut. Diartikan pula bahwa masih terdapat “jurang” 

atau kesenjangan ideologis yang lebar antara kedua pihak dalam rangka 

penyelesaian konflik Papua tersebut. Masing-masing pihak masih sangat kuat tetap 

mempertahankan ideologinya. Dengan hal ini, maka tingkat kekuatan ideologi 

sangat mempengaruhi upaya penyelesaian konflik. Semakin lebar “jurang” 

ideology, akan membuat semakin jauh konflik dapat diselesaikan. Semakin jauh 

konflik dapat terselesaikan, akan menyebabkan adanya eskalasi konflik. Apabila 

konflik terus menerus mengalami eskalasi, dapat dipastikan akan menjurus pada 

berlakunya tindakan militer. Hal inilah yang faktanya sedang terjadi di Papua. 

Fakta terkini yang memperlihatkan konflik Papua menjurus pada konflik fisik 

yang melibatkan tindakan militer oleh masing-masing pihak, tentunya akan 

mempengaruhi nilai-nilai dasar kenegaraan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, 

dipastikan salah satu pihak yang bertikai akan merasakan bahwa ekses tindakan 
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opresif militer menciptakan tekanan terhadap nilai-nilai kedaulatan dan nilai-nilai 

kebebasan manusia. Pihak pemerintah Indonesia merasakan gangguan internal 

yang dapat mengancam stabilitas keamanan wilayah. Gangguan keamanan dalam 

bentuk tekanan militer yang dillancarkan oleh pihak OAP dan OPM dapat memicu 

ancaman potensial terhadap keutuhan wilayah NKRI yang apabila dibiarkan, akan 

mengancam kedaulatan negara. Sementara OAP merasakan tekanan militer opresif 

yang dilancarkan oleh aparat militer dari pihak  pemerintah Indonesia dapat 

merusak nilai-nilai dasar kemanusiaan, hak kebebasan manusia dan hak dasar 

mereka untuk merdeka. Dengan kata lain, jika konflik fisik militer terus menerus 

berlangsung, maka tidak akan dapat dihindari dampaknya terhadap kemanusiaan. 

Konflik ideologi dan konflik militer antar pihak yang bertikai di Papua di atas, 

disebabkan oleh 5 (lima) faktor penyebab utama, yaitu:  

1. Tuntutan OAP, OPM, ULMWP dan KSP atas keabsahan New York Agreement 

1962 yang mempermasalahkan masuknya Papua sebagai bagian NKRI, dan 

masih terdapatnya perbedaan persepsi tentang terintegrasinya Papua ke dalam 

NKRI melalui PEPERA 1969; 

2. Kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjalankan Otonomi Khusus yang 

menyebabkan belum tercapainya kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, 

pendidikan dan kesehatan rakyat Papua; 

3. Diskriminasi dan marjinalisasi terhadap rakyat asli Papua (OAP);  

4. Perasaan traumatis dari sebagian OAP sebagai akibat tindakan represif aparat 

pemerintah Indonesia, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.  
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 Kelima faktor tersebut merupakan faktor domestik yang bersifat domestik dan 

yang menjadikan isu domestik konflik Papua menjadi isu internasional karena 

masing-masing penyebab di dalamnya mengandung elemen-elemen “pemicu” 

internasionalisasi, yaitu: adanya legalitas eksistensi wilayah ex-kolonial, 

pelanggaran nilai-nilai universal HAM, pengaruh buruk terhadap keamanan di 

kawasan maupun keamanan internasional, gangguan potensial bagi penciptaan 

perdamaian dunia, dan adanya kekuatan yang bisa merubah pola hubungan antar 

negara dalam konteks aliansi dari kooperatif menjadi konfrontatif.  

2. Faktor Internasional sebagai penarik internasionalisasi konflik Papua 

 Sedangkan faktor internasional yang menyebabkan internasionalisasi isu 

Papua adalah karena terdapat elemen-elemen eksternal yang menjadi trend terkini, 

sebagai berikut: 

1. Agenda internasional yang memfokuskan pada penegakan HAM secara 

universal; 

2. Pentingnya aspek legalitas pengakuan internasional terhadap eksistensi 

wilayah ex-kolonial; 

3. Pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek kesejahteraan 

manusia; 

4. Peran aktor non-negara (NSA) yang semakin menguat dan berpengaruh dalam 

pembentukan dan penegakan norma-norma internasional; 

5. Transparansi informasi secara terbuka dan meluas, didukung dengan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi cenderung digunakan sebagai “alat” untuk 

mencapai tujuan oleh pihak-pihak tertentu.  
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Dari perpaduan elemen-elemen di dalam faktor pendorong dengan elemen-

elemen di dalam faktor penarik tersebut di atas, dapat terlihat bahwa isu domestik 

konflik Papua mempunyai elemen-elemen tertentu yang dapat memunculkan spill-

over effects sehingga terdapat ekses yang menyebabkan konflik Papua mengalami 

pergeseran lingkup, dari lingkup isu domestik menjadi isu yang lingkupnya 

melampaui batas-batas negara dan menjadi isu internasional.  

Internasionalisasi isu domestik konflik Papua akan semakin gencar dan 

berpotensi menjurus pada agenda permanen dalam pembahasan internasional atau 

sebaliknya internasionalisasi isu Papua dapat diredam dan dibatasi lingkup 

eksesnya agar tidak mengarah menjadi internasional, dengan sangat bergantung 

pada dinamika lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang ditentukan oleh 

strategi dan taktik masing-masing pihak yang bertikai dalam pencapaian tujuan dan 

kepentingannya. Namun demikian, masing-masing faktor ketergantungan pada 

dinamika lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta strategi tersebut, telah 

menciptakan tali lingkaran bersambung yang tidak terputus, mulai dari konflik 

papua secara domestik yang mencuat hingga dibahas  isunya oleh sejumlah pihak 

di luar negeri, baik dalam kerangka regional maupun internasional, hingga terjadi 

internasionalisasi isu Papua yang kepesatan bahasannya sangat ditentukan pada 

dinamika konflik di dalam Papua itu sendiri. 
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